
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 1i7 'rl.lrflf 2013 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

GUBERNURJAWATENGAH 

TENT ANG 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi V Nomor 15 
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 16 
Tahun 2013, perlu rnepetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perjalanan Dinas bagi Gubernur /Wakil Gubernur, Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri 
Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai 
Negeri Sipil; 

1. Undang-Undang Nomor . lQ Tahun 1950 tentang Pern­ 
bentukan Provinsi .Jawa /fengah (Himpunan Peraturan­ 
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
Pokck Kepegawaian (Lemberen Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah 
derigan Undarig-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok>Fokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indoncsta Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (I .. ernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik IndorW311.:1. Nornor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben­ 
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nemer 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

gingat 

PERJALANAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN 
GGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 

ALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 



. · mor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
• omor 4400) i 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200·::l Nemer 126, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8, Undang-Uridang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Prctokoler clan Keuangan Pimpinan Dan 
At1ggotra Dewan Perwakiten Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
44 H1), Geb§,g�im�na telah diubab beberapa kali terakhir 
derigan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tah.un 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Plrnplnan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lernbarar: Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nemer 47, Tttmbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 47 l2')i 

11. P(!lraturan Pernertntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indcnesle Tnhun 2005 Nemer 140, Tambahan Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Nomor 4578); 

l2. Peraturan P�merintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedcrnan Pemblnaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

, I 



omor 9 'fa un 20 0 tentang Tata 
gas Dan Wewenang Serta Kedudukan 

Keuangan i; ... ernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Pro · si Lem aran egara Republik Indonesia Tahun 2010 

omor 25 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209) ; 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah: 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pcdornan Pcngelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah: 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Ponatausahaan Dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungiawaben Bendahara serta 
Penyampatannya: 

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pedornan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 
Pejabat/Pegawal Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 
Pemerlntsh Daorah, Dan Plrnpinan serta Anggota Dewan 
Perwakilan Rml<yett Daerah, 

18. Peraturan Montori Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012 
tentang PerjalQn�n Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawa! Negeri clt\n Pegswai Non Pegawai Negeri Sipil; 

19. Peraturan M@nteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tcmtang ?ectoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara 
Republik Indonesta Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana 
telah diubt\h d�ngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nemer 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyueunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggarar; 2013 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nemer 146); 

20. Peraturan Menteri Keuengan Nomor 37 /PMK.02/2012 ten­ 
tang sarndar Biaya Tahun Anggaran 2013; 



21. Pera ran � _ ==-� awa Tengan omor 68 Tah n 20 2 
tentang s: ·e::: an Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Provinsi ·a a cngah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2 2 omor 68); 

MltMUTUSKAN: 

enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS 
GUBERNUR/WAKU" GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON 
PEGAWAI NEOERI SIPIL. 

BAB I 
KETE,NTUAN UMUM 

Pasal 1 

am Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud derigan: 
. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dalam atau 

luar wilayah Provins! .Jawa Tengan untuk kepentingan daerah . 
. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tcngah. 

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
DPRD Provinsi Jawa Tengan. 

. Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pernerintah Provinsi .Jawa Tengah. 

. Calon Pegawai Ncgeri Sipil yang sclanjutnya disingkat CPNS adalah Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Provinsi Jawa Tengah. 
Pegawai Non Pegawai Ncgeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non 
PNS adalah Pcgawai yang dlangkat untuk jangka waktu tertentu guna 
melaksanakan tugas pernerintahan dacrah yang ber sifat teknis profesiorial 
dan administraei sesuai dengan kebutuhan dan kernampuan organisasi serta 
pegawai diluar Pemerintah Provinsi ynng ditugaskan secara profesional 
dalam pclakeanaan kegiata.11 cl�tNah sesuai kctcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

. Perjalanan Dinas .Jabatan at1.t:tlah pcrjalanan dinas melewati batas kota 
dan/ atau dalam kota dati tcrnpat kedudukan ke tern pat yang dituju, 
rnelaksanakan tugas, dan kembati ke tcrnpat kedudukan semula. 
Perjalanan Oirw.� Pir1d�h �dfil!ll:h perislanon dinas dari tempat kedudukan 
yang lama ke tempat keciue.n . .i.lrn.fl ye ng baru berdasarkan keputusan pindah 
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwcnang scs uai peraturan perundang- 
undangan. 

. Tempat Kedudukan at:lalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Unit Kerja Satuan Karja Perangkat Daerah. 
Ternpat Tujuan adalah tempe r/kota yang rncnjadi tujuan Perjalanan Dinas . 

. Tempat Tujuan Plndah mdal�h tempat/ kota tujuan pindah. 
Anggaran Pcndapatan Dan flgltutja IJi\tc;rfth yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah APBD Provins! Jawa Teniah . 

. Satuan Kerja Perangkat Daenih yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah Provinsi Jawa Tengah selaku 
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. 

. · · Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit 
e ia SKPD adalah Unit Pe aksana Teknis Dinas/Unit Pelayanan SKPD di 
�.,...-.·� gan Pe crintah Pro insi a Tengah. 



Pengguna Anggaran ·a:-?g •;:;-_::.=::.a .. s ... ngka a an pea ct 5 
kewenangan penggunaan a:: � �...-1 k e aksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD ang dipimpinrrya 

. K asa Pengguna A ggarar; yar; se anjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
ang diberi kuasa k me aksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagia gas dan fungsi SKPD . 
. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA­ 

SKPD adalah dokumen yang memuat belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh PA. 
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh PA/ KPA dalam rangka pelaksanaan 
Perjalanan Dinas bagi Gubernur /Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota 
DPRD, PNS, CPNS dan Pegawai Non PNS . 

. Pelaksana SPPD adalah Gubernur /Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota 
DPRD, PNS, CPNS dan Pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan 
dinas . 

. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu 
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 

. Biaya Riil adalah biaya yang dlkeluarkan se suai derigan bukti pengeluaran 
yang sah . 

. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang 
dihitung sesuai kcbutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 
dalam jurnlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 
mernbiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD; yang tidak mungkin 
dilakukan melalui mekanlsrnc pembayaran langsung. 
Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai 
acuan perighitungan kebutuhsn angguran dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran SI{PD, baik berupa standar biaya rnasukan maupun standar biaya 
keluaran. 

BAB 1I 
RUANO UNOKUP 

?asal 2 
Peraturan Oubernur ini rnengatur mengeriai penganggaran, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Pcrjalanan Dinfils Oubcrnur/Wakil Gubernur, Pimpinan 
dan Anggota DPRD, PNS. CPNS c:lai1 Pcgawai Non PNS yang dibebankan pada 
APBD. 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana ,U:rrtaksud pada ayat ( 1) meliputi: 
a. Perjalanan Dinas .Jabatan: clan 
b. Perjalanan Dinas Pindah. 

BAB III 
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pa�n.l 3 

Perjalanan dinas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 dilaksanakan dengan 
emperhatikan prinsip sebagai berikut: 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas 
serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 



b. efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan · dinas dilakukan secara 
hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata; 

c. efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan 
pencapaian kinerja kegiatan SKPD; dan 

d. akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas 
dilakukan sesuai dengan pernbebanan biaya perjalanan dinas. 

BAB IV 
PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pasal4 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) L­ 
huruf a digolongkan menjadi: 
a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah yaitu perjalanan dinas yang 

melewati batas wilayah provinsi Jawa Tengah; 
b. Perjalanan Dinas .Jabatan Dalam Daerah yaitu perjalanan dinas yang 

dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, 
c. Perjalanan Dinas .Jabatan Pulang Pergi yaitu perjalanan dinas yang 

dilaksanakan dalam waktu satu hari di wilayah tempat 
kedudukan, terdiri atas : 
a) Perjalanan lebih dari 6 jam; 
b) Perjalanan kurang 6 jam; 

(2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a dilakukan dalam rangka : 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar. workshop, pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, sosialisael, kursus, clan sejenisnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. menempuh ujian dinaa/ujian jabatan; 
d. mernperoleh pengcbatan berdasarkan surat keterangan dokter yang 

berkornpeten: 
e. mernperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena 

mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas; 
f. mengikuti pendidikan sctara Diploma/ S 1 / S2/ 83; 
g. meniemput/mengsntarkan ke ternpat pcrnakarnan jenazah Gubernur/ 

Wakil Gubenut, Pirnpinen ctan Anggcta DPRD dan PNSyang meninggal 
dunia dalarn melakukan Pa1jalan�fi Dlnas: atau 

h. menjemput/mengantarkan ke ternpat pemakaman jenazah Gubernur/ 
Wakil Oubenur, Pirnpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal 
dunia dari ternpat lrnch.-1du.kan ya11g tcrakhir ke kota tempat pemakaman. 

Pasal 5 

Perjalanan Dinas .Jabatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf a oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang 
berwenang clan tertuang dalarn Surat Perin tah Tugas. 

Sura Perintah Tugas scbagairnana dirnaksud pada ayat. (1) diterbitkan oleh: 
a. Gubernur untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh 

Gubernur /Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; 
b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh 

Pimpinan dan Anggota DPRD; 



c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh 
Kepala SKPD; 

d. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh 
Pelaksana SPPD di lingkungan SKPD berkenaan. 

e. Kepala Unit Kerja SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan 
oleh Pelaksana SPPD di lingkungan Unit Kerja SKPD berkenaan. 

Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada Wakil 
Ketua sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan 
aspek efektivitas, efisien si dan kedayagunaan. 

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 1.-, ........ / 
mendelegasikan kewenarigan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada 
Direktur RSUD Prof. dr. Margono Soekardjo Purwokerto, RSUD dr. Moewardi 
Surakarta, RSUD Kelet Donorojo. RSJD Surakarta, RSJD dr. RM. 
Soedjarwadi Klaten, Kepala Kantor Perwakilan, Kepala Badan Koordinasi 
Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III serta pelaksanaannya dilaporkan 
kepada Sekretaris Daerah paling lambat satu bulan setelah perjalanan dinas 
dilaksariakan. 

Kepala SKPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf d dapat 
mendelegasikan kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas kepada 
Kepala Unit Kerja SKPD berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, 
efektivitas dan efisiensi. 

Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pemberi tugas; 

. pelaksane tugas: 
. waktu pelaksenaan tugas; 
. ternpat pelaksanaan tugas: dan 

e. maksud pelaksanaan tugas. 

ormat SPPD sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum 
am Lampiran r merupakan bagian yang ridak terpisahkan dari Peraturan 
bernur inL 

SP?D, F>A/I{PA berweriang untuk merietapkan tingkat biaya 
clan alat tranaport yang cl iguno.kan untuk melaksanakan 

an Dinas .Jabatan ytu1g bensangkutan dengan memperhatikan 
gan dan tujuan Perjalanan Dh111s. 

BAB V 
ElAYA ?E:RJALANAN DlNAS JABATAN 

-J·- an Dinas Jabatan eebagatmana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
a erdiri atas kompcnen .. kcmponen sebagai berikut: 

harian; 
a transport; 

·a pengmapan; 
.. epresentasi; 

araan dalam ta: -I ata 
•.i, ..... �, ...... 

j _ en ar ta= · sazah. 



(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas: 
a. uang makan; 
b. uang transport lokal; dan 
c. uang saku. 

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan 

keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ 
bandara/ pelabuhan keberangkatan; 

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/airport tax/pelabuhan 
keberangkatan dan kepulangan . 

. (4) Biaya penginapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
biaya yang diperlukan untuk meriginap : 
a. di hotel; a tau 
b.diternpat rnenginap lainnya. 

(5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh 

persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Biaya; 

b. biaya penginapan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dibayarkan secara 
lumpsum. 

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan 
dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II . 

(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
hanya dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah 
dan Pimpinan DPRD untuk kcperluan pctaksnnean tugas di tempat tujuan. 

(8) Sewa kendaraan sebagairnana dimal<:sud pada ayat (7) sudah termasuk biaya 
untuk pengernudi, bahan baker minyak, dan pajak diberikan kepada 
Gubernur /Wakil Oubernur, Sak1·ct�ris Daereh dan Pirnpinan DPRD untuk 
keperluan pelaksanaan tugas di ternpat tujuan. 

(9) Biaya menjernput/rnengantar jenazah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f meliputi biaya bagi penjemputypengantar, biaya pemetian dan biaya 
angku tan j enazah. 

(10) Komponen biaya P�1-jttlet11n:n Diria s .Jabatan scbagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan 
format sebazaimana tercanturn ct�lnrn Lnmpira .. n II merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dad Pcraturart Oubcr111.,tr ini. 

P- ·•· J Q ab� .. G 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jab�rn.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1), digolongkan dalam � (tiga) tingkat, yaitu: 
a. Tingkat A untuk Oubc:rnur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, 

Sekretaris Daerah, serta pejabat lainnya yang setara; 
b. Tingkat B untuk Pejabat Eaelon II, Anggota DPRD, serta pejabat lainnya 

yang setara; dan 
c. · gka C untuk Peiabat Ese atau PNS Golongan IV, Pejabat 

ata P G .or; Go ongan I dan Golongan l serta 
setara ....::...- 



Penye araan · gka; ia ·a Perjalanan Dinas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Pega ·ai . Ion PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk 
kepentingan daerah ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat 
pendidikan/ kepatutarr/tugas yang bersangkutan. 

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas 

tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang 
Standardisasi Biaya; 

b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil 
berdasarkan fasili tas transport se bagaimana tercan tum dalam 
Lampiran Ill rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini; 

c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan 
berpedornan pada Peraturan Gubernur mengenai Standardisasi Biaya; 

d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas 
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai 
Stanclardisasi Biaya; 

e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan 
berpedornan pada Peraturan Guberriur mengenai Standardisasi Biaya; 

f. Biaya pemetian jenazah terrnasuk yang berhubungan dengan 
pengruktlan Zpenguruean jcnazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; 
dan 

g. Biaya angkutan jenaaah termasuk yang berhubungan dengan 
pengru.ktian/pcngurusa11 jcnazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil. 

Pasul9 
Perjalanan Dlnaa Jabarni.r1 untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya 
sebagalmana dirnaksud dslam Paeal 4 huruf b dilaksanakan dengan biaya 
Perjalanan Dtriss .labatan yang ditariggung oleh panitia penyelenggara. 
Dalam ha: biaya Perjalanan Dinas .Jabatan untuk mengikuti rapat, 
seminar, dan scjtnhrnya !:3dbl1.gnimnno dirnaksud pada ayat (1) tidak 
ditanggung oleh panitia pcnyclcnggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
dimaksud dlbebankan padn DPA-SKPD Pclaksana SPPD. 
Panitia penyelcnggara mcnyarnpaikan pernberitahuan mengenai 
pembebanan biaya Perjalanan Dinas .Jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dan ayat (:2) dalam �rurat/undkl.ngri.n mcngikuti rapat, seminar, dan 
seienlsnva. 
Dalam ha! Perjalanan Dirias .Jabatan dilakukan secara bersama-sama 
untuk rnclaksanekan suatu kcglatan rapat, seminar, dan sejenisnya, 
seluruh Pe;lak�tu1a SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang 
sama. 
Pendamping dan/ a mu ajudan Gubernur /Wakil Gubernur / Pimpinan 
Dewan/ sekretarts Dacrah dapat menginap pada hotel/ penginapan yang 
sama dengan Gubernur /Wakil Oubernur / Pimpinan DPRD / Sekretaris 
Daerah dengan melarnpirksn surat tugas mendampingi dan 
pelaksanaannya mengg nakan Iasilitas kamar dengan biaya sesuai 
standar golongan SPPD da. /a au biay a terendah pada hotel/ penginapan 
dirnaksud. 



ten an pengernbalian ke ebihan uang harian, biaya. penginapan, uang 
resen asi, dan SC\! a "C darean dalam kota sebagaimana dimaksud 

aya (5) idak er.ak: ketentuan sebagaimana dimaksud 
m Pa rui g. 

alam hal jumlah h&ri Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang 
itetapkan dalam SP?D, P�lakimna SPPD harus mengembalikan kelebihan 

uang harian, biaya pengtnepan, uang representasi, dan sewa kendaraan 
aiam kota yang tclah diterlmanya kepada PA/KPA. 

Dalam hal Perjalanan Dinas J abatan harus segera dilaksanakan, biaya 
Perjalanan Dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapa.t dibayarkan 
setelah Perjalanan Dinas selesai. 

Tambahan uang h:itrian; bifllya penginapan, uang representasi, dan sewa 
kendaraan dalam kora sebagatmana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat 
dipertirnbangkan untuk ha.luhal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c clfir1 huruf ti. 

Tambahan uang harian, biaya pcnginapan, uang representasi, dan sewa 
kendaraan dalarn kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan 
rnelampirkan dokumen berupa: 
a. Surat keterangan kesalaharr/ kelalaian dari syahbandar / kepala 

bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ a tau 
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 

Berdaaarkan dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), PA/KPA 
mernbebankan biaya tarnbahan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa keridaraan dalam kota pada DPA-SKPD berkenaan. 

Pasal 12 

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari 
yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan 
oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang 
harian, biaya penginapan. uang representasi, dan sewa kendaraan dalam 
kota. 

Pas al 10 

Pasal 11 

(1) Biaya Perjalanan Dinas .Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf a dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan 
dilaksanakan. 

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan meriggunakan kapal laut/ sungai untuk 
waktu minimal 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut 
kepada Pelaksaria SPPD hanya diberikan uang harian. 

(6) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah tidak tersedia, maka 
Pendamping dan/ a tau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar 
diatasnya dengan menyertakan surat keterangan dari pihak 
hotel/ penginapan. 



mernpunyai 

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huru b oleh Pelaksana SPPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan 
Pindah. 

BAB VI 
PERJALANAN DINAS PINDAH 

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 dapat 
dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah. 
Perjalanan Dinas Pindah sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalarn rangka: 
a. pindah tugas dari Ternpat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan 

Pindah; 
b. pemulangan Pejabat Negara/PNS yang diberhentikan dengan hormat 

derigan hak pensiun atau rnendapat uang tunggu dari Tempat 
Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap; 

c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ PNS yang 
meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan 
rnenetap; 

d. pemulangan Pegawai Non ?NS yang diberhentikan karena telah 
berakhir masa kerjanya dari' Ternpat Kedudukan ke tempat tujuan 
menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; 

e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Non PNS yang rneninggal 
dunia dari ternpat tugae yang terakhir ke tempat tujuan menetap, 
sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau 
pengembalian Pejabat Nogara/PNS yang mendapat uang tunggu dari 
Ternpat Kcdudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk 
dipekerjakan kernbali . 

... uarga yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
isterir s am' yang sa es ai ketentuan Undang-Undang Perkawinan 
yang er a1 

anak Kand 

Pasal 15 

Pasal 14 

Pasal 13 

SPPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Surat Keputusan Pindah scbagairnana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
dasar diterbitkannya SPPD. 

iaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
uruf a dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD. 



c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum 
yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut 
surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia 

. tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; 
d. anak kandung perernpuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat 

perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 
(dua puluh lirna) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai 
penghasilan sendiri. 

Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi PNS 
paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula 
untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang. 

Pernbantu rurnah tangga scbagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan 
biaya se suai tingkat penggolongan untuk PNS Golongan I. 

Pasal 16 

Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
terdiri atas komponen sebagai bcrikut: 
a. biaya transport pegawai; 
b. biaya transport keluarga; 
c. biaya pengepakan clan angkutan barring: dan/atau 
d. uang harian. 
Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibayarkan secara lurnpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Guberriur rnengenai Standardisasi Biaya. 
Kompcnen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dicanturnkan pada Rincian Biaya Pcrjalanan Dinas sesuai dengan 
format sebagaimana tercanturn dalam Larnpiran II merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Guberriur ini. 

Pasai 17 

o ongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud 
PasaJ 16 ayat ( 1) merigacu pada kc ten tu an sebagaimaria dimaksud dalam 

8 ayat (1). 

Pasal 18 

Biaya Perjalanan Dinas PiYltfah 8cbag1xirnana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (2) huruf a, huruf b, hur uf d, clan huruf f sebagai berikut: 
a. biaya transpor pegawai; 

bia_ a transpor keluai-ga yang sah: 
c. uang harian: clan/ atau 
d. bia a pengepakan clan angkutan barang. 

B:a. a-l iaya yang diberikan untllk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana 
·· u delam Paaal 15 ayttt (2) huruf c clan huruf e sebagai berikut: 

ia ·a transpor ketuarga: 
ng arian; dan/atau 

iay :-e •. gepakan an an · nan barang. 

�KJan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
T.::Jttu:lt pcga ai bersangkutan dan masing- 



- ·-- 

Pernbayaran biaya Perjalanan Dimas diberikan dalam batas pagu anggaran 
yang tersedia dalarn DPA�SKPD berkenaan. 

Pusal 21 

Satuan Volume Pcngepakan dan Angkutan Barang yang digunakan 
sebagai dasar perbitungan �eba�€1.imant;l tercarirurn dalam Lampiran IV 
mer'upakan bagian yang cicfok torptsahken dari Peraturan Gubernur ini. 

Dalam biaya perigcpakan clan angkutan barang termasuk untuk bongkar 
muat dan penggudangan. 
Biaya perigepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan 
angkutan darat diberikan scbcsar 50% (Iima puluh persen) dari satuan 
biaya seauai Peraturan Guberriur ten tang Staridardisaai Biaya. 

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 
5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. 

Jarak antara ternpat kedudukan dcngan tempat tujuan sebagaimana 
dirnaksud ayat ( 1) ditetapkan mcnurut daftar jarak resmi atau menurut 
keterangan resrni dari instans: yang berwcnang. 

Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c didasarkan pada: 
a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Gubernur tentang Standardisaei Biaya; 
b. volume barang; dan 
c. jarak antara tempat kedudukan dengan ternpat tujuan. 

Pasal 20 

Pasal 19 

aru· 
b. pa ing ama �:.:a :..a:: crituk tiap kali menunggu sambungan 

( ransi ) dalan : a. :--:::aa:1a, tidak dapat dilakukan langsung; 
c. sebanyak · _ ah hari te ahan dalam hal pegawai yang bersangkutan 

jatuh saki d am Peria anan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut 
keputusan KPA; a au 

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang 
menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat 
yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna 
kepentingan negara. 

BAB VI! 
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARJ\N BIAYA PERJALANAN DINAS 

rjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a atas perrnintaan sendiri, 

· ak diberikan biaya Perjalanan Dinas. 



Pa ia a.kn::-�:..:: ----a::. �0:e. an sebagairna a dirnaksud pada ayat 
(2) dapa ::;•:e_.;-_ ::: ::.-::a hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan 
yang me garur =-::aer.ai angkah-langkah menghadapi akhir tahun 
anggaran. 

Pasal 23 

Pernbayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang 
Persediaan dan/atau mekanisme Pernbayaran Langsung. 

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan Pembayaran Langsung 
dilakukan melalui: 
a. perikatan dengan penyedia jasa; 
b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

Perjalanan Dinas .Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan 
penyedia jasa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : 
a. Perjalanan Dinas .Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang rnelekat pada jabatan; dan 
b. Perjalanan Dinas .Jabatan dalarn rangka mengikuti rapat, seminar dan 

sejenisriya. 

Pasal 24 

Pernbayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan 
dengan mernberikan uang rnuka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara 
Pengeluararr/ Bendahara Pengeluaran Perri ban tu. 

Pemberian uang muka sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), berdasarkan 
persetujuan pernberian uang muka dar: PA/KPA dengan melampirkan 
dokurnen sebagai bcrikut: 
a. Surat Perintah Tugas atau Keputusan Pindah; 
b. Fotocopy SPPD; 
c. Kuitansi tanda terime t.ui.ng muka, dan 
d. Rincian perldrasn biaya P@rj&ltinan Dinas. 

Pasal 25 

Perikatan dengan Pertycdia jasa scbagairnana climaksud dalam Pasal 23 
ayat (2) huruf a dapat bcrupa event organizer, biro jasa perjalanan, 
perusahaan jasa transportasi. clan perusahaan jasa perhotelan/ 
penginapan. 

Penetapan penyedia j aea se bagaimana dirnaksud pad a aya t ( 1) dilakukan 
sesuai kctentuan pcraturan pcn..mct�ng�1Jndt;1.ngan. 

Komponcn biays Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan 
perikaten menput! biaya transport terrnasuk pembelian/pengadaan tiket 
dan/ a tau biaya pertginapan. 

Pairnl 26 

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) 
paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. 



ai aruzz; .::.a..-ga a � trak/pe ·a .. a idak diperker anka 
me e ihi -�-..; resrni ·ang d. ce arkan o eh perusahaan jasa transportasi 
a au an. ::�apan/ hotel. 

Pasal27 

I] Pernbayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas 
prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam 
kon trak/ perj anj ian. 

Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa 
mengajukan tagihan kepada PA/KPA. 

Pasal 28 
Pembayaran biaya · Perjalanan Dinas Jabatan dengan Pembataran 
Langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Umum Daerah ke rekening 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga 
a tau Pelaksana SPPD. 

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada 
Pelaksana SPPD rnelcbihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang 
seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas 
.Jabatan terse but hsrus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA. 

Penyetoran kelebihan pernbayaran sebagairnana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan sesual dcngan Peraturan Cubernur mengenai Sistem dan 
Prosed ur Pengelolaan Kcuangan Daerah. 

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas � . Jabatan yang dibayarkan kepada 
Pelaksana S?PO kurang dfiti yang seharusnya, dapat dimintakan 
kekurangannya. 
Pernbayaran kekurangan biaya Perjalanari Dinas Jabatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau 
Pernbayaran Langsung. 

Pasa! 29 

ata cara pengajuan tagihan biaya perjatanen dinas jabatan dengan Pembayaran 
gsung kepada PA/KPA, pengujian surat perrnintaan pembayaran oleh PPK­ 
D, dan pencrbitan Surar Perlntat; Mcmbayar oleh PA/KPA, serta penerbitan 
at Perintah Pencairan Dana oleh Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa 
gah berpedornan pada Peraturan Gubcrnur mengenai Sistem dan Prosedur 
gelolaan Ke uarigan Daerah. 

Dalarn hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, 
biaya pernbatalan dapat dibcbanken pada DPA-SKPD berkenaan. 

Dokumen yang harus dtlampirkan dalarn rangka pernbebanan biaya 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan oleh 

pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai 
forma ebagaimana tercan im dalam Lampiran V Peraturan Gubernur 
In; 



S a ?0:-:..: .::..7-- _ == anar; Bia a Pe ba alan Pe · anan Di as 
abatar; :-a.=_5 ::__=:-_:::..: sesuai - rmat sebagaimana erca tum da am 

r mi; 
c. Pern a aar; ':'a:: ia B k · Besaran Pengembalian Biaya Transport 

dan/ata ·a ·a penginapan dari perusahaan jasa transportasi 
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. 

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) se bagai beriku t: 
a. biaya pernbatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau 

pengeluaran riil lainnya; atau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan 

yang tidak dapat dikernbalikarr/ refund. 

BAB VIII 
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 31 

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas 
kepada pernberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling 
lambat 5 (lima) hari kerja se telah Perjalarian Dinas dilaksanakan. 

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai 

Pasal 5 ayat (2); 
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat 

pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat 
Tujuan Perjalanan Dinas; 

c. tiket pcsawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti 
pernbayaran mcda transportas! lainnya; 

d. daftar Perigeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalarn Larnpiran VII Peraturan Gubcrrrur ini; 

e. bukti pernbayaran yang sah untuk scwa kendaraan dalam kota berupa 
kuitansi atau bukti pcrnbayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan 
usaha yang bergcrak di bidang jasa penycwaan kendaraan; 

f. bukti pernbayaran hotel atau ternpat mcnginap lainnya; 
g. surat tugas mendampingi bagi Pen damping dan/ a tau ajudan 

Gubernur/Wakil Oubemur /Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah yang 
menginap pada hotel/ perigiriapan yang sama dengan Gubernur /Wakil 
Gubernur I Pimpinan DPRD / Sekretaris Daerah; 

h .. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi 
Pendamping clan/ a tau ajudan Gubernur /Wakil Gubernur / Pimpinan 
DPRD/Sekretaris Daerah, jika tasilitas kamar dengan biaya terendah 
pada hotel/penginapan sudar, tidak tersedia; dan 

i. laporan Ha�il Pt;rjalanar1 Oinas kepade. PA/KPA. 

Dalam hal bukti pcngetuaren transportasi dan/ a tau penginapan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak 
diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat 
hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d. 



Pasa, 

( ) PA/KPA e akukar; Perni gan Rampung seluruh bukti pengeluaran 
biaya Perjalar.an nas dan disampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya­ 
biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33. 

(3) PA/KPA mengesahkan bukti perigeluaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahata 
Pengeluaran Pernbantu scbagai pertanggungjawaban UP atau bukti 
pengesahan Surat Perrnintaan Membayar/ Surat Permintaan Pencairan 
Pernbayaran Langsung Perjalanan Dinas. 

A) Dalam melakukan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), PA/KPA dapat rnendelcgasikan kepada PPTK. 

BAB IX 
PENGENDALIANINTERNAL 

Pasal 33 

PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan 
Perjalanan Dinas se suai ketcntuan peraturan pcr undang-undangan. 

f3AB X 
KETENTUAN LAJN-LAIN 

Pasal 34 

(1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2) dapat memerintahlcan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota 
DPRD, PNS, CPNS darr/ atau Pegawai Non PNS untuk melakukan 
Perjalanan Dirias. 

(2) Pihak lain se bagairnana dimaksud pad a aya t ( 1) yang melakukan 
Perjalanan Dimas untuk kcpcntingan daerah, digolongkan dalam tingkat 
sebagaimana dimak sud dalarn Pasal 8 ayat (1). 

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagairnana dirriaksud pada ayat (2) 
ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/ 
kepatutany tugas yang bersangki e uan. 

(4) PNS Golongan I dapat mclakukan Perjalarian Dinas dalam hal mendesak/ 
khusus, dalam hal tcnaga texnis tidak diperoleh di tempat bersangkutan. 

Pasal 35 

( } Satuan biaya untuk komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Gubernur entang Standardisasi Biaya. 



BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 17 

Pasal 36 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

sebazaimana tersebut pada ayat (1) belum diatur, 
1.C:1..Ll_.1!1,,,4.u. satuan biaya dimaksud sesuai dengan harga 

masing-masing daerah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 11 knt 2e13 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

BIBIT WALUYO 

JAWA TENGAH, 

HADI PRABOWO 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013. 

(2) 

Diundang 
pada tang al 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
OMOR 17 T.ADJr 2113 

TENT ANG 
PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL 
GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI 
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

SKPD 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 

1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran 

2 Nama Gubemur/Wakil Gubemur/ 
Pimpinan/ Anggota DPRD /Nama PNS dan 
NIP/Pegawai Non PNS yang melaksanakan 
perjalanan dinas 

3 a. Pangkat dan Golongan a. 
b. J abatan/ Instansi b. 
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c. 

4 Maksud Perialanan Dinas 
5 Alat anzkutan vanz dinerzunakan 
6 a. Tempat berangkat a. 

b. Tempat tujuan b. 

7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a. 
b. Tanggal berangkat b. 
c. Tanggal harus kembali/tiba di tern pat c. 

baru*) 

8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

9 Pembebanan Anggaran 
a. SKPD a. 
b. Akun b. 

0 Keterangan lain- lain 

Caret yang tidak perlu 
Dikeluarkan di 
Tanggal 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

( ) 

NIP. 



( ) 
NIP 

( " ""." "." ) 
NIP 

NiP 
{ .. , ..•. ,,1:••, .•.... ,,, .• , .••....••.•••••.••••.•• ) 

Berarigkat dari 
Kc 
Pada Tanggal 
Kcpale 

Tclah dtperlksn dcngan keterangan bahwa perjalanan 
torsebut atas pcrintah pcjabat yang berwenang dan 
scrnata-rnate untuk kepentingan jabatan dalam 
wnktu yti.ng s��ingkat-singkatnya. 

Pcngguna Anggarnn /Kuasa Pengguna Anggaran 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 
( ) 
NIP 

Bcrangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kcpala 

( ) 
NIP 

Berangkat dari 
xe 
Pade Tanggal 
Kcpale 

( .. " . " " .... ' ... " . " .... " .. " . " ... "." ....... ".) 
NIP 

--�------·-··--------------------! 

................... , ) 

Tiba di 
rempat Kedudukan) 

Pada Tanggal 

............................. 
f.•••1111•1111,1•1,,,} 

.................................................. ) 

Pengguna Anggaran/Kuasa 
gguna Anggaran 

BIB IT W ALUYO 

............................................... ) 
• p 

GUBERNUR JAWA TE GAH, 

Ke 
Pa a a ggal 
Ke pal a 

T'ba di 
Pada Tanggal 

epala 

( .. "."."." " " " ) 
.rIP 

Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala 

.gguna Anggaran / Kuass Periggune Anggb.rt'in yang mcnerbitkan SPPD, Gubernur/Wakil Gubenur, 
pinan dan Anggota DPRO, PNS dan fcgr.i.wai Not, PNS yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat 
g mengesahkan tanggill bcrmn�i<IH/ tibi;, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan 

peraturan-peraturan Keuarigan Dacrah apablla daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan 
�;;;;;:;=.ca=a=n�n�y�a� ·��-�����-�·� -�������.....::::;__��-�----------_J 



LAMPIRAN II 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 17 'lUl1f 2113 
TENT ANG 
PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL 
GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Lampiran SPPD Nomor 
Tanggal 

No. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

PERINCIAN BIAYA JUMLAH "KETERAN.GAN 

. , tanggal, bulan, tahun 

Telah dibayar sejumlah 
Rp . 

Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

( ) 

NIP. 

Telah menerima jumlah uang sejumlah 
Rp . 

Yang Menerima 

( ) 

NIP. 

Ditetapkan sejumlah 
Yang telah dibayar semula 

Sisa kurang/lebih 

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG 

:Rp . 
:Rp . 

:Rp . 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
A tau 

An.PA/KPA 
PPTK 

( " ) 

NIP 
GUBE,UR 

)._WA TE GAH, 

BIB IT W ALUYO 



7 

LAl'NNYA 

Sesuai 
Kenyataan 

Sesuai 
Kenyataan 

Sesuai 
Kenyataan 

MODA TRANSPORTASI 
' .• 

l 
lv\PAL. , w KERE:I' A 
.LAUT .. .A;P.IJ.Bb� 

Bisnis VIP/ Spesial/ 
Kelas IA Eksekutif 

BIBIT WALUYO 

Ekonomi KelasIIA Eksekutif 

Ekonomi Kelas IB Eksekutif 

• 4.,. 

. PESAWAT ... ,, � 
UDARA ,· 

GUBERNUR JAWA TE GAH, 

3 

c 

A 

B 

TING KAT 
BIAYA 

PERJALANAN · 
; DINAS ... 1 

PELAKSANNSPPD 

LAMPIRAN III 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 17 T.limlf 2113 
TENT ANG 
PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL 
GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD DAN KELUARGA 

I. Gubernur /Wakil Gubenur, 
Pejabat EselonI dan 
Pimpinan DPRD Provinsi 
serta Pejabat lainnyayang 
setara. 

3. Pejabat Eselon III atau PNS 
Golongan IV, Pejabat 
Eselon IV atau PNS 
Golongan III, PNS Golongan 
II dan I, pejabat lainnya 
yang setara serta Pegawai 
Non PNS. 

2. Pejabat Eselon II, Anggota 
DPRD Provinsi, Pimpinan 
dan Anggota DPRD 
Kabupaten/kota serta 
pejabat lainnya yang setara 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 17 Tilil1f 2113 
TENT ANG 
PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL 
GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI 
NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG 

GUBERNUR SAWA TENGAH, 

BIBIT WALUYO 



LAMPIRAN V 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 17 'l'!.Irl1f 2113 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL 
GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT OAERAH, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUG/\S PERJALAN/\N DINAS JABATAN 
NOMOR . 

ang bertandatangan dibawah ini: 
Nama : (1) 
NIP : ., , (2) 
Jabatan : (3) 
Unit Kerja : (4) 
SKPD : (5) 

enyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalarian Diria s Jabatan atas nama: 
Nama : (6) 
NIP : , (7) 
Jabatan : (8) 
Unit Kerja : (9) 
SKPD : , , (10) 

dibatalkan atau tidak dapat dilaksariakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang 
ngat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .. 

..................................................................... , (11)�········, .. 

ehubungan dengan pembatalan tersebut, petaksauaan pcrjala nun dinas tidak dapat digantikan 
leh pejabat/PNS/ Pegawai Non PNS. 

· emikian surat pernyataan inl dibuat derigan sebenarnya clan apabila di kemudian hari ternyata 
surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab periuh clan bersedia diproses sesuai 
engan keterituan hukurn yang berlaku. 

. (12) 

Y;;ing Mernbuat Pernyataan 

•· 
.......................................... (13) 



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN 

(1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas 

(2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas 

(3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas 

(4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas 
(5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas 
(6) Diisi nama Pelaksana SPD 

(7) Diisi NIP Pelaksana SPD 
(8) Diisi jabatan Pelaksana SPD 

(9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD 

( 10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD 

(11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas 

(12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan 
( 13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas 

GUBERNUR JAWA TENGAH� 

amrr WALUYO 



i 

......................................... (15) 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 17 TUR 2113 
TENT ANG 
PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL 
GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Yang Membuat Pernyataan 

.......................................... ( 14) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari 
ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya 
bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas 
daerah. 

Yang bertandatangan dibawah ini: 
N ama : , ( 1) 
NIP : (2) 
Jabatan : (3) 
Unit Kerja : (4) 
SKPD : (5) 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas J abatan berdasarkan Surat 
Tugas N omor: tanggal dan SPD N omor tanggal atasnama: 

Nama : (6) 
NIP : (7) 
Jabatan : (8) 
Unit Kerja : (9) 
SKPD : ( 10) 

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pernbatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan 
Nomor . .. .. .. . .. .. . tanggal ......... 

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa (11) dan biaya 1:,. 
penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat 
dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (12) , sehingga 
dibebankan pada DPA-SKPD Nomor tanggal SKPD 
............................ (13). 

SURATPERNYATAANPEMBEBANAN 

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN 



PENGISlAN FORMAT 
iRAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 

B �YA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN 

(1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang_dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD /Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(6) Diisi nama Pelaksana SPPD 

(7) Diisi NIP Pelaksana SPPD 

(8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD 

(9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

( 11) Diisi transport yang digunakan 
(12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat 

dikembalikan/ refund sebagian/ seluruhnya 
(13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 

(14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan 

(15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD /Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya 
perjalanan dinasnya 

GUBERNUR JAWA TENGAH� 

BfilBIT W ALUYO 



DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Jumlah 

Pelaksana SPPD, 

BIBIT WALUYO 

................ , tanggal, bulan, tahun 

NIP .. 

GUBERNUR JAWA TE GAH, 

Jumlah 

Uraian 

..................................................................................... 

. ···················································································· 

No 

Nama 
NIP 
Jabatan 

An.PA/KPA 

PPTK 

Pengguna Anggaran/ 
uasa Pengguna Anggaran, 

A tau 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 11'( Till1f 2113 
TENT ANG 
PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL 
GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

engetahui/ Menyetujui: 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan 
Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas 
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana 
mes tin ya. 

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal , dengan 
ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. Biaya transport pejabat/pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak 

dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,meliputi: 


